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ABSTRAK 

Syihabuddin At tamimy. 201610115057. “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban 

Malpraktik Dalam Pelayanan Kesehatan” 

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan 

suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau 

kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian 

pada pasien. Terhadap permasalahan-permasalahan yang ada terkait Malpraktik, belum ada 

ketentuan yang khusus mengatur hal tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan juga tidak memuat secara khusus mengenai penyelesaian dan 

pertanggungjawaban akibat dari Malpraktik yang dilakukan oleh oknum dalam ruang lingkup 

pelayanan kesehatan 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. penelitian hukum 

normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan 

hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum 

dan sejarah hukum, kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang terkandung 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1880 K/Pdt/2016. 

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan 

bahwa pasien berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta 

pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, 

menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Terhadap ketentuan tersebut maka, 

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1880 K/Pdt/2016 yang menilai bahwa perbuatan 

melakukan operasi pengangkatan tulang tempurung kaki kiri pasien tanpa seizin dan 

sepengetahuan dari pasien dan keluarga pasien, serta tidak memberikan rekam medis pasien 

bukan perbuatan Malpraktik adalah sangat keliru. Sebab, perbuatan pihak pelayanan kesehatan 

merupakan jenis “Malpraktik Yuridis” dan masuk dalam golongan malpraktik pidana (criminal 

malpractice) sebab Malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami 

cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya 

perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. 

Kata Kunci : Dokter, Kesehatan, Malpraktik 
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ABSTRACT 

 

          Syihabuddin At tamimy. 201610115057. "Legal Protection for Malpractice Victims in 

Health Services" 

 

Basically a doctor's mistake or negligence in carrying out the medical profession, is an 

important thing to talk about, this is because the result of the error or negligence has a very 

detrimental impact. Besides damaging or reducing public confidence in the medical profession, 

it also causes harm to patients. Regarding existing problems related to Malpractice, there are 

no specific provisions governing it. In Law Number 36 Year 2009 Concerning Health also does 

not specifically contain the settlement and accountability due to malpractice carried out by 

persons within the scope of health services 

 

In this study, the authors used a normative research method. Normative legal research focuses 

on an inventory of positive law, principles and doctrine of law, legal discovery in concreto 

cases, systematic law, synchronization levels, comparative law and legal history, then used to 

answer the problems contained in the Supreme Court Decision Number: 1880 K / Pdt / 2016. 

 

In Law Number 29 Year 2004 Concerning Medical Practices which states that patients are 

entitled to get a full explanation of medical actions, ask the opinion of doctors or other dentists, 

get services according to medical needs, reject medical measures and obtain the contents of the 

medical record. With regard to these provisions, the Supreme Court Decision Number 1880 K 

/ Pdt / 2016 which considers that the act of carrying out a surgical procedure to remove a 

patient's left leg bone without the permission and knowledge of the patient and the patient's 

family, and does not provide a patient's medical record is not a malpractice is very wrong . 

Because, the actions of the health service is a type of "Jurisprudence Malpractice" and included 

in the category of criminal malpractice (criminal malpractice) because criminal Malpractice 

occurs when a patient dies or has a disability due to inattentive or inaccurate health care workers 

in making care of patients death or disability. 

 

Keywords: Doctor, Health, Malpractice 
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